






A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu bertujuan untuk menelaah hasil dari penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan 
materi. Berikut ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai 
bahan pertimbangan, antara lain: 
Pertama, penelitian ini ditulis oleh Dinar Saurmauli Lubis Yayasan 
Kerti Praja dan Loli Fitri UNFPA Indonesia tahun 2018 dengan judul 
“Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap 
Perempuan Pada Masa Pandemik di Sulawesi Tengah”. Dalam hasil 
penelitiannya dijelaskan bahwa kasus kekerasan pada perempuan di 
Sulawesi tengah mengalami peningkatan pada masa pandemic Covid 19 dan 
oleh sebab itu kolaborasi antar multistakeholder diperlukan dalam 
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. 
Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilin Betah, Sofia 
Pangemanan, dan Fanley Pangemanan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universias Sam Ratulangi tahun 2020 dengan judul “Strategi Penanganan 
Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak di Kota Manado)”. Dalam penelitiannya dijelaskan 




Perlindungan Anak kota Manado belum maksimal karena tingkat kekerasan 
terhadap anak belum mengalami penurunan. Ada beberapa hambatan pada 
saat penangan kasus seperti korban yang tidak melengkapi berkas dan 
minimnya koordinasi antara dinas dan tokoh agama serta masyarakat. 
Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indah Susanty dan 
Nur Julqurniati Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur tahun 2019 dengan judul “Kekerasan Terhadap 
Perempuan Dalam Rumah Tangga di Flores Timur”. Dalam hasil 
penelitiannya disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang 
menimpa masyarakat Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur ada jenis 
yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Disebutkan bahwa 
upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Provinsi NTT dengan cara sosialisasi dan pendampingan terhadap 
korban kekerasan dan pelatihan bagi perempuan buta aksara. 
Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Christi Silap, Ventje 
Kasenda, dan Neni Kumayas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sam Ratulangi tahun 2019 yang berjudul “Peranan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan 
Terhadap Perempuan di Kota Manado”. Dalam hasil penelitianya 
dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota Manado terhambat oleh beberapa faktor 
seperti masalah berkas dan minimnya sosialisasi yang dilakukan dinas 




Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui 
bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual melalui beberapa 
program yang dilaksanakan oleh instansi terkait kerap kali mengalami 
beberapa hambatan diiringi dengan terjadinya lonjakan jumlah kasus 
kekerasan sehingga diperlukan program yang lebih efisien dan efektif untuk 
ke depannya. Persamaan dari keempat penelitian terdahulu dengan 
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah subjek yang sama yaitu 
Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Perbedaan 
terletak pada lokasi dan tempat penelitian masing-masing serta fokus 
penelitian yang lebih menekan pada program penanganan kasus kekerasan 
seksual yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang serta 
mitra kerja Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menjalankan 
programnya, sedangkan pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan ada 
penelitian yang fokus pada ranah kekerasan dalam rumah tangga dan ada 
pula yang fokus pada kekerasan seksual terhadap anak  
 
B. Konsep Perempuan 
Rachmat Safaat dalam Irfan (2001) menjelaskan bahwa istilah “wanita” 
berasal dari leksikon bahasa Sanksekerta, wanita, yaitu “yang diinginkan 
kaum laki-laki”, sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan 
bahasa Indonesia, Siusana Kwelja dalam Irfan (2001) mengatakan bahwa 
ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah 




tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang 
diakui perannya. Sedangkan istilah “perempuan” menurut Prasetio Murniati 
dalam Irfan (2001) sengaja dipergunakan untuk istilah “women”, berasal 
dari akar bahasa melayu yang berarti “empu” –induk, artinya “yang 
memberi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna 
dibanding dengan istilah “wanita”. Istilah tersebut ada yang mengaitkan 
dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi 
praktik-praktik diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. 
Dengan sebutan “perempuan” ini, ia diharapkan tidak sekedar bisa 
menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-
potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro 
(Irfan, 2001). 
 
C. Kekerasan Terhadap Perempuan 
1. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan 
Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, 
dapat berasal dari berbagai latar belakang, usia, pendidikan, tingkat 
sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Menurut Sita Aripurnami 
pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk 
perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang 
memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku 
yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non-




baik melalui penetrasi pada alat kelamin, anus, ataupun mulut dengan 
menggunakan objek. Bisa pula berupa ejekan secara verbal atau 
meremehkan keberadaan perempuan (Aripurnami, 2000). 
Tindak kekerasan yang menimpa kelompok rentan, seperti 
perempuan merupakan masalah bersama. Masyarakat dan negara perlu 
disadarkan dan didesak untuk berkontribusi dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya dalam memerangi kekerasan berbasis gender ini. 
Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di bawah bab tentang 
Kejahatan terhadap kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap 
perempuan bukan istri diatur dalam pasal 285 KUHP, terhadap 
perempuan yang sedang pingsan pasal 286 KUHP, perempuan di bawah 
umur pasal 287 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual pasal 294 
KUHP, perdagangan perempuan pasal 297 KUHP dan penganiayaan 
istri pasal 356 KUHP. Penempatan pasal-pasal tersebut di bawah bab 
tentang kejahatan terhadap kesusilaan (crime against ethics) sendiri 
menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan 
direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka 
melindungi eksistensi nya sebagai perempuan (Soeroso, 2010). 
 
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 
Menurut E. Kristi Poerwandari (2000) dalam buku Pemahaman 




Pemecahannya, bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan terhadap 
perempuan mencakup 5 bentuk, antara lain: 
a) Kekerasan Fisik 
Bentuk perlakuannya seperti memukul, menampar, mencekik, 
menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai 
dengan tangan kosong atau alat/senjata, dan membunuh. 
b) Kekerasan Psikologis 
Bentuk perlakuannya berupa berteriak-teriak, menyumpah, 
mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan 
memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut 
(termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, 
misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll) 
c) Kekerasan Seksual 
Melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual 
seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/aau melakukan tindakan-
tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban 
menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak 
dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan 
melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks 
korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, 
dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan 




menyakiti, atau melukai korban dan pornografi (dengan dampak 
sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya) 
d) Kekerasan Finansial 
Bentuk tindakannya antara lain mengambil uang korban, menahan 
atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, 
mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-
kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan 
tindakan korban. 
e) Kekerasan Spiritual 
Bentuk tindakannya antara lain merendahkan keyakinan dan 
kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan 
keyakinan tertentu. 
Dalam kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan lebih sering 
menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu 
dimensi fisik, psikologis dan/atau seksual (Poerwandari, 2000). 
 
3. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis 
gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau 
percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas 
seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan 
paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, 




tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban (PKWJ UI, 
2014). 
Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk 
kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktik hubungan seksual 
yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan 
yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan 
untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau 
kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha 
jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada 
perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, 
merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. 
Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi 
korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian 
(Irfan, 2001). 
Modus-modus kekerasan seksual meliputi namun tidak terbatas pada 
hal-hal berikut ini:  
a. Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, missal: nilai pasti baik, 
menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan 
lainnya. Pelaku akan memenuhi harapan korban jika korban mau 
melakukan apapun yang diinginkan pelaku.  
b. Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan 




c. Menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pelaku 
menggunakan ritual kekerasan seksual.  
d. Ancaman kelulusan atau nilai.  
e. Intimidasi.  
f. Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun.  
g. Kekerasan seksual berkedok tes keperawan;  
h. Pengkultusan, mempercayai dan meyakini pelaku sebagai orang 
yang “istimewa”. Misal dalam kasus kekerasan seksual yang 
dilakukan Anand Krisna kepadapengikutnya.  
i. Praktek bullying mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik 
psikis maupun fisik.  
j. Praktek Ospek/perploncoan mengarah dan melakukan kekerasan 
seksual baik fisik maupun psikis.  
k. Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau 
keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual (PKWJ UI, 2014). 
Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan 
dari hasil pemantauannya selama 15 tahun, yaitu: 
1. Perkosaan;  
  Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan 
memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga 
menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan 
dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, 




mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. 
Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam 
sistem hukum Indonesia. 
 Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan 
penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada 
orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, 
misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.  
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;  
 Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa 
takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi 
seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung 
melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan 
perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual. 
3. Pelecehan Seksual;  
 Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan 
sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk 
menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, 
mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan 
atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat 
seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, 
merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai 
menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.  




 Tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau 
penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, 
maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, 
politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui 
adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk 
dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan 
mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual 
dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga 
sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara 
pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan 
status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki 
daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia 
dinikahi. 
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;  
 Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, 
memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, 
penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap 
korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, 
untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. 





6. Prostitusi Paksa;  
 Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun 
kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi 
pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut 
tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya 
dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. 
Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu 
sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang 
untuk tujuan seksual. 
7. Perbudakan Seksual;  
 Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban 
sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh 
kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan 
seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan 
dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga 
atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan 
penyekapnya. 
8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;  
 Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual 
karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan 
tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat 




merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak 
orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang 
dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi 
ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban 
perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi 
aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu 
ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan 
perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya 
ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak 
suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina 
Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang 
lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya 
setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). 
Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di 
berbagai daerah. 
9. Pemaksaan Kehamilan;  
 Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun 
ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia 
kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban 
perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan 
kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk 
menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat 




dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap 
kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara 
melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara 
paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu 
populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional 
lainnya. 
10. Pemaksaan Aborsi; 
Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, 
ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.  
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;  
 Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau 
pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan 
karena iatidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap 
tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa 
Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan 
penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. 
Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi biasa 
terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah 
kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami 
perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang 
dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, 





12. Penyiksaan Seksual;  
 Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang 
dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 
penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini 
dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, 
atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu 
perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun 
oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk 
mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada 
diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa 
sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, 
persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak 
hukum. 
13. Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual;  
 Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, 
ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak 
termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan 
hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan 
martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma 
kesusilaan. 
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 




 Kebiasaan masyarakat , kadang ditopang dengan alasan agama 
dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan 
cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. 
Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas 
perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat 
perempuan adalah salah satu contohnya. 
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan 
moralitas dan agama 
Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan 
sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara 
“perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi 
perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan 
upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol 
seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman 
kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi 
simbolsimbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-
baik’. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual 
yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat 
aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada 
di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat 
bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta 




persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang 
diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan 
dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan 
ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara 
maupun hukuman badan lainnya (Komnas Perempuan, 2013). 
 
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual  
Menurut Sumera (2013) ada tiga penjelasan besar mengenai 
terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni: 
a. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi 
pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan 
seksual terjadi. 
b. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada 
karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual 
yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban 
sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik 
kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami 
kekerasan/pelecehan seksual 
c. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap 
perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam 
masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan 




jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan 
laki-laki (Sumera, 2013a). 
 
5. Dampak Korban Kekerasan Seksual  
Perempuan sebagai korban kekerasan seksual tentunya memiliki 
penderitaan tersendiri akibat permasalahan yang menimpa dirinya. 
Berikut adalah beberapa dampak yang korban tanggung menurut Abdul 
Wahid dan Muhammad Irfan: 
1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga 
akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di 
mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait 
dengannya. Penderitaan psikologis dapat berupa kegelisahan, 
kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau 
menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipasti) terhadap 
lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang 
bermaksud baik kepadanya. 
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat 
lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak 
ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan 
akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis 
dan norma keagamaan. 
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka 




(kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup 
kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban 
lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus 
mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna 
menaklukan perlawanan dari korban. 
4. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi 
hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita 
perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan 
kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara 
diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau 
lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses 
penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir. 
 Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa 
berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, dan calon suami dapat saja 
terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan 
sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki 
dan mencari penghargaan  (Irfan, 2001). 
 
